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ABSTRACT

This purpose of this research is to identifiy (1) Facilities of E-SPT, E-FILING and corporate
taxpayer compliance on the corporate taxpayer registered at KPP Pratama Tasikmalaya City, (2)
The influence of E-SPT and E-FILING facilities simultaneously and partially to the compliance of
corporate taxpayer on the corporate taxpayer registered at KPP Pratama Tasikmalaya City. The
method used in this research is descriptive methode with survey approach. The technic of
collecting data gotten directly from Corporate Taxpayer registered at KPP Pratama Tasikmalaya
City as the primer data and the secondary data gotten from books. The result of this study show
that : (1) Facilities of E-SPT, E-FILING and corporate taxpayer compliance on the corporate
taxpayer registered at KPP Pratama Tasikmalaya City showing very good, (2) Simultaneously
facilities of E-SPT and E-FILING have a significant effect on corporate taxpayer compliance on
the corporate taxpayer registered at KPP Pratama Tasikmalaya City. Partially E-SPT facility have
a significant effect on corporate taxpayer compliance, but the partial E-FILING facility has no
significant effect on corporate taxpayer compliance on the corporate taxpayer registered in KPP
Pratama Tasikmalaya City.

Keywords : E-SPT; E-FILING; Corporate Taxpayer Compliance;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Fasilitas E-SPT, E-FILING, dan kepatuhan
wajib pajak badan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya, (2)
Pengaruh Fasilitas E-SPT dan E-FILING secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib
pajak badan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan survey. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek
penelitian dalam hal ini Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya dan
data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa (1) Fasilitas E-SPT, E-FILING dan kepatuhan wajib pajak badan pada wajib
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pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya menunjukan sangat baik, (2) Secara
simultan fasilitas E-SPT dan E-FILING berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
badan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Secara parsial
fasilitas E-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, namun fasilitas
EFILING secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada
wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya.

Kata Kunci : E-SPT; E-FILING; Kepatuhan Wajib Pajak;

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara
berkembang yang masih membutuhkan
perbaikan pembangunan secara nasional.
Pembangunan secara nasional merupakan
pembangunan yang dilakukan secara terus-
menerus dan berkesinambungan yang
bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat baik secara materil
maupun spiritual.  Untuk menjalankan
pembangunan secara nasional maka negara
harus menggali sumber dana dari dalam
negeri, salah satu sumber penerimaan
negara adalah pajak. Pajak merupakan
sumber utama penerimaan negara yang
menyumbang sekitar 80% dari seluruh
penerimaan negara. Salah satu upaya untuk
meningkatkan penerimaan dari sektor
pajak pemerintah Indonesia melakukan
kebijakan Tax Reform, yaitu pembaharuan
sistem perpajakan. Tax Reform
dilaksanakan sejak tahun 1983,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang
undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, sistem pemungutan pajak di
Indonesia berubah dari official assessmen
system menjadi self assessment system.
Selft Assessment System adalah sistem
pemungutan pajak di mana Wajib Pajak
harus  menghitung, memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan jumlah pajak
yang terutang (Suandy, 2014:128). Aparat
pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan
penyuluhan dan pengawasan  untuk
mengetahui kepatuhan Wajib Pajak. Syarat
terciptanya agar Self Assessment berjalan
dengan baik diperlukan syarat dari Wajib
Pajak yaitu seperti kesadaran Wajib Pajak

(tax consciousness), kejujuran  Wajib
Pajak, kemauan membayar pajak dari
Wajib Pajak (tax mindedness), kedisiplinan
Wajib Pajak (tax discipline) dalam
melaporkan  kewajiban  perpajakannya
seperti penyampaian Surat Pemberitahuan
(SPT). Dengan semakin berkembangnya

penggunaan internet  di  Indonesia,
Direktorat Jendral Pajak telah melakukan
perubahan untuk mempermudah

penyampaian SPT selain datang langsung
ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat bisa
juga disampaikan melalui E-SPT yang
dikembangkan  sejak  tahun  2004.
Pengembangan dari E-SPT adalah E-
FILING atau Electronic Filing System
yaitu sistem pelaporan pajak yang
dilakukan secara online dengan
menggunakan media internet. Sehingga
Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan
pencetakan semua formulir laporan dan
menunggu tanda terima secara manual.
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama
Tasikmalaya mensosialisasikan fasilitas E-
SPT dan EFILING kepada Wajib Pajak di
tahun pajak 2013. Adanya sosialisasi dan
edukasi yang diberikan KPP Pratama
Tasikmalaya kepada Wajib Pajak Orang
Pribadi dan Badan karena masih
banyaknya tingkat kesalahan dalam
penyampaian Surat Pemberitahuan
khususnya Wajib Pajak Badan, dengan
demikian diharapkan Wajib Pajak dapat
memahami tata cara penyampaian Surat
Pemberitahuan menggunakan fasilitas ini.
Penyampaian Surat Pemberitahuan
menggunakan aplikasi E-SPT atau E-
FILING memudahkan dalam penghitungan
pajak yang harus dibayar karena
menggunakan sistem komputer secara
akurat, sehingga adanya kesalahan



30

R. Neneng R.A, lwan H, Adil R.F/ Jurnal Akuntansi Volume 15 Nomor 1 Januari — Juni 2020 Hal. 28 — 35

perhitungan bisa diminimalisir. Serta untuk
memberikan kenyamanan dan kemudahan
dalam penyampaian Surat
Pemberitahuannya. Dengan melihat data
yang bersumber dari Pusat Data Informasi
KPP Pratama Tasikmalaya terlihat jumlah
Wajib Pajak Badan yang melaporkan Surat
Pemberitahuan menggunakan fasilitas E-
SPT dengan jumlah 1.051 perusahaan
sedangkan fasilitas E-FILING hanya 33
perusahaan saja. Namun pada tahun 2017
pengguna fasilitas E-SPT  menurun
menjadi 1029 perusahaan, dan fasilitas E-
FILING  meningkat menjadi 214
perusahaan. Kenaikan dan turunnya dari
kedua fasilitas ini membuat penulis tertarik
melakukan penelitian untuk mengetahui
apakah pelaporan Surat Pemberitahuan
menggunakan fasilitas E-SPT dan E-
FILING berpengaruh untuk meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak Badan. Identifikasi
Masalah 1. Bagaimana fasilitas E-SPT dan
E-FILING dalam penyampaian Surat
Pemberitahuan (SPT) serta Kepatuhan
Wajib Pajak Badan pada Wajib Pajak
Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota
Tasikmalaya. 2. Bagaimana pengaruh
fasilitas E-SPT dan E-FILING dalam
penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)
baik secara parsial maupun simultan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di
KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Adapun
yang menjadi tujuan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut : 1. Untuk
mengetahui fasilitas E-SPT dan E-FILING
dalam penyampaian Surat Pemberitahuan
(SPT) serta Kepatuhan Wajib Pajak Badan
pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di
KPP Pratama Kota Tasikmalaya. 2. Untuk
mengetahui pengaruh fasilitas E-SPT dan
E-FILING dalam penyampaian Surat
Pemberitahuan (SPT) baik secara parsial
maupun simultan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Badan pada Wajib Pajak
Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota
Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif
dengan pendekatan survey. Pengertian
deskriptif menurut Sugiyono (2010:29)
adalah metode yang digunakan untuk
menggambarkan atau menganalisis suatu
hasil penelitian tapi tidak digunakan untuk
memberi kesimpulan yang lebih luas.
Selain itu, metode penelitian yang
digunakan adalah metode survei. Menurut
Sugiyono  (2010:11), metode survei
digunakan untuk mendapatkan data dari
tempat tertentu dengan cara peneliti
melakukan pengumpulan data misalnya
dengan membagikan Kkuesioner, test, dan
wawancara terstruktur. Teknik
Pengumpulan Data Jenis Data Data primer
mengacu pada informasi yang diperoleh
dari tangan pertama oleh peneliti yang
berkaitan dengan variabel minat untuk
tujuan spesifik studi. Beberapa contoh
sumber data primer adalah respon individu,
kelompok fokus dan panel yang secara
khusus ditentukan oleh peneliti dan dimana
pendapat bisa dicari terkait persoalan
tertentu dari waktu ke waktu, atau sumber
umum seperti majalah atau buku tua. (Uma
Sekaran, 2006:60-61). Data sekunder
mengacu pada informasi yang
dikumpulkan dari sumber yang telah ada.
Misalnya, catatan atau dokumentasi
perusahaan, publikasi pemerintah, analisis
industri oleh media, situs web, internet,
dan seterusnya. (Uma Sekaran, 2006:60-
61). Teknik Pengumpulan Data Adapun
teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian dengan dua cara yaitu : 1.
Penelitian Lapangan (Field Research) a.
Wawancara (Interview) Yaitu teknik
pengumpulan  data  apabila  ingin
melakukan studi pendahuluan untuk
menemukan permasalahan yang harus
diteliti, dan juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang
lebih mendalam dan jumlah respondenya
sedikit/kecil ~ (Sugiyono:2017:137).  b.
Penarikan Angket (Kuesioner) Kuesioner
merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberikan
seperangkat pertanyaan atau pernyataan
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tertulis  kepada  responden  untuk
dijawabnya (Sugiyono, 2017:142).
Penulisan menggunakan kuesioner dengan
pertanyaan tertutup (closed question).
Kuesioner dengan pertanyaan tertutup
meminta responden memilih salah satu
atau mungkin beberapa jawaban dari satu
set jawaban yang telah disediakan dan
ditetapkan oleh  peneliti. 2.  Studi
Kepustakaan  (Library and Internet
Research) Teknik ini dilaksanakan untuk
memperoleh data-data sekunder guna
mendukung  data-data  primer  yang
diperoleh selama penelitian. Data sekunder
ini  diperoleh dari buku-buku serta
referensi-referensi lainnya yang berkaitan
dengan obyek penelitian. Populasi Sasaran
Dalam penelitian ini, yang menjadi
populasi sasaran yang peneliti teliti adalah
wajib pajak badan yang terdaftar di KPP
Pratama Kota Tasikmalaya berbentuk PT
dan CV. Seperti pada lampiran yang
diberikan oleh Pusat Data Informasi di
KPP Pratama Kota Tasikmalaya jumlah
wajib pajak badan berbentuk PT sampai
tahun 2017 sebanyak 1.705, sedangkan
yang berbentuk CV sebanyak 5.224.
Penentuan Sampel Sampel diambil secara
non probability sampling vyaitu teknik
pengambilan sampel yang tidak memberi
peluang/kesempatan sama bagi setiap
unsur atau anggota populasi untuk dipilih
menjadi sampel (Sugiyono, 2017:218).
Adapun dalam penelitian ini  non
probability sampling yang digunakan
adalah  purposive  sampling. Menurt
Sugiyono (2017:85), purposive sampling
adalah teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan  tertentu.  Pertimbangan
dalam  pengambilan ~ sampel  yang
digunakan vyaitu karena keterbatasan
waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki
peneiti. Jadi sampel yang dipilih peneliti
adalah para Wajib Pajak Badan berbentuk
PT dan CV yang terdaftar di KPP Pratama
kota Tasikmalaya, dengan respondennya
yaitu pemilik perusahaan tersebut atau
orang yang memiliki tugas melakukan
pelaporan SPT perusahaannya. Penarikan
Sampel Menurut Pusat Data Infomasi KPP

Pratama Tasikmalaya jumlah Wajib Pajak
Badan yang terdaftar saat ini sebanyak
6.929 vyang berbentuk PT dan CV.
Penentuan jumlah sampel ditentukan
dengan menggunakan rumus sebagai
berikut (Husein Umar dalam Muhtasun,
2010:39) :n =N 1 + N(e) 2 Keterangan :
n = Jumlah Sampel N = Populasi e =
margin of error max vyaitu tingkat
kesalahan maksimum yang masih dapat
ditoleransi (ditentukan 15%) n = 6929 1
+ 6929(0. 15) 2 = 6929 156,903 n =
44, 161 =~ 44 Jadi dalam penelitian ini,
jumlah  sampel vyang akan diambil
dibulatkan menjadi 44 responden dengan
rincian sebagai berikut : e Perusahaan
berbentuk PT yaitu : PT = (1705 6929 x
100%) x 44 = 10,783 = 11 responden e
Perusahaan berbentuk CV vyaitu : CV = (
5224 6929 x100%) x 44 = 33,039 ~ 33
responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fasilitas E-SPT pada Kepatuhan
Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP
Pratama Kota Tasikmalaya Berdasarkan
hasil penelitiandiketahui bahwa nilai yang
diperolen dari  perhitungan terhadap
tanggapan responden mengenai fasilitas E-
SPT yang dilakukan pada wajib pajak
badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota
Tasikmalaya adalah sebesar 981 dan
termasuk dalam klasifikasi sangat baik.
Dari beberapa kriteria yang diajukan
ternyata yang memiliki skor paling tinggi
terdapat pada pernyataan Keterangan : X!
= E-SPT X2 = E-FILING Y = Kepatuhan
Wajib Pajak Badan ¢ = Faktor lain yang
mendukung pXY! = Koefisien jalur
variabel X! terhadap variabel Y pXY? =
Koefisien jalur variabel X2 terhadap
variabel Y pye = Koefisien jalur ¢
terhadap variabel Y nomor 5 mengenai
“Tidak diperlukannya proses perekaman
SPT Dbeserta lampirannya di Kantor
Pelayanan Pajak karena Wajib Pajak lebih
menyampaikan datanya secara elektronik”
dengan skor sebesar 199. Sedangkan yang



32

R. Neneng R.A, lwan H, Adil R.F/ Jurnal Akuntansi Volume 15 Nomor 1 Januari — Juni 2020 Hal. 28 — 35

memiliki skor paling kecil terdapat pada
pernyataan nomor 1 mengenai
“Penyampaian SPT dengan menggunakan
fasilitas E-SPT dapat dilakukan dengan
cepat melalui jaringan internet” dengan
skor sebesar 193.

Dari hasil penelitian diatas
menunjukan bahwa pada variabel E-SPT
dipandang  sangat  penting untuk
penyampaian Surat Pemberitahuan secara
teknis. Namun perlu adanya peningkatan
terhadap fasilitas tersebut terutama dalam
hal pelaporan Surat Pemberitahuan yang
cepat dengan menggunakan internet karena
semakin baik fasilitas yang diberikan maka
semakin baik pula pelayanan yang didapat
wajib pajak guna terciptanya peningkatan
kepatuhan wajib pajak badan terutama di
KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Fasilitas
E-FILING pada Kepatuhan Wajib Pajak
Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota
Tasikmalaya Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa nilai yang diperoleh dari
perhitungan terhadap tanggapan responden
mengenai  fasilitas E-FILING  yang
dilakukan pada wajib pajak badan yang
terdaftar di KPP Pratama Kota
Tasikmalaya adalah sebesar 2.088 dan
termasuk dalam klasifikasi sangat baik.

Dari beberapa kriteria yang diajukan
ternyata yang memiliki skor paling tinggi
terdapat pada pernyataan nomor 6 dan 11
mengenai “E-FILING membantu
mengurangi keterlambatan dalam
pelaporan SPT” dan “ Program atau
aplikasi pelaporan SPT secara E-FILING
mudah dimengerti” dengan skor sebesar
195. Sedangkan yang memiliki skor paling
kecil terdapat pada pernyataan nomor 10
mengenai ‘“Persyaratan teknis (spesifikasi
peralatan teknis) skala pembandingan
dalam menggunakan layanan E-FILING
mudah untuk dimengerti” dengan skor
sebesar 184. Dengan tingginya pernyataan
nomor 6 dan 11, membuktikan bahwa
Wajib Pajak Badan sangat setuju dan
sudah menerapkan program atau aplikasi
tersebut, meskipun pernyataan nomor 10
memiliki skor terendah tetap saja tidak
merubah fasilitas E-FILING yang sudah di

terapkan di KPP  Pratama  Kota
Tasikmalaya. Kepatuhan Wajib Pajak
Badan pada Wajib Pajak Badan yang
terdaftar di KPP Pratama Kota
Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwa nilai yang diperoleh  dari
perhitungan terhadap tanggapan responden
mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Badan
yang dilakukan pada wajib pajak badan
yang terdaftar di KPP Pratama Kota
Tasikmalaya adalah sebesar 1.549 dan
termasuk dalam klasifikasi baik. Dari
beberapa kriteria yang diajukan ternayata
yang memiliki skor paling tinggi terdapat
pada pernyataan nomor 3 mengenai “Saya
tidak berturut-turut melakukan
penyampaian SPT Masa yang terlambat
dalam tahun terakhir sebelum tahun
penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria
Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai
November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa
Pajak untuk setiap jenis pajak” dengan
skor sebesar 198. Ssedangkan yang
memiliki skor terendah terdapat pada
pernyataan nomor 5 mengenai “SPT Masa
yang terlambat telah disampaikan tidak
lewat dari batas waku penyampaian Surat
Pemberitahuan Masa pada Masa Pajak
berikutnya” dengan skor 190. Skor
tertinggi diperoleh pada pernyataan nomor
3 yang membuktikan bahwa wajib pajak
badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota
Tasikmalaya telah melaksanakan
penyampaian SPT Masa tanpa adanya
keterlambatan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan perpajakan.
Meskipun pernyataan nomor 5 memiliki
skor terendah akan tetapi tidak merubah
kepatuhan wajib pajak badan yang ada di
KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Artinya
Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak
Badan di KPP Pratama Kota Tasikmalaya
sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini
didukung oleh pelaporan SPT Tahunan
yang selalu dilaksanakan tepat pada
waktunya. Dari hasil penelitian
menunjukan bahwa fasilitas E-SPT secara
parsial berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak badan di KPP
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Pratama Kota Tasikmalaya. Di dalam
indikator E-SPT menyebutkan bahwa
perhitungan pajak menggunakan E-SPT
dilakukan secara cepat dan tepat karena
menggunakan sistem komputer, serta data
yang disampaikan wajib pajak selalu
lengkap tidak adanya formulir yang
terlewat karena sistem penomoran formulir
yang pre numbered menggunakan sistem
komputer. Hal tersebut relevan dengan
yang dinyatakan Norman D.Nowak yang
dikutip oleh Mohammad Zain 2004
menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak
tercermin dalam situasi dimana wajib
pajak paham atau berusaha memahami
semua ketentuan perundangan-undangan
perpajakan, mengisi formulir pajak dengan
lengkap dan jelas, menghitung jumlah
pajak yang terutang dengan benar, dan
membayar pajak terutang tepat pada
waktunya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan
hasil penelitian yang d FILING secara
parsial ~tidak berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak badan di
KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Berbeda
dengan indikatornya pada  dimensi
efektifitas vyaitu fasilitas E-FILING
membantu mengurangi kesalahan dalam
pengisian SPT, mengurangi keterlambatan
dalam pelaporan SPT yang sesuai dengan
cerminan kepatuhan wajib pajak yang
dikemukakan oleh Norman D.Nowak
dikutip oleh Mohammad Zain (2004) yaitu
mengisi formulir dengan lengkap dan jelas,
serta membayar pajak terutang tepat pada
waktunya. Hal tersebut terjadi karena
masih belum banyaknya wajib pajak yang
melaporkan SPT Tahunannya
menggunakan fasilitas E-FILING. Dalam
Pusat Data dan Informasi KPP Pratama
Tasikmalaya wajib pajak yang melaporkan
SPT Tahunan hanya 217 badan saja,
meskipun sebagian besar sudah memahami
fasilitas E-FILING dan kepatuhan wajib
pajak namun belum mewakili untuk
menngkatkan kepatuhan wajib pajak
badan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian
terdahulu vyaitu Rina Marliana (2015)

dengan judul “pengaruh penerapan E-
FILING terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
dalam penyampaian Surat Pemberitahuan
(SPT) tahunan pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Kota Tasikmalaya” dengan
hasil penelitian E-FILING  tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib
Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan
pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya.
Pelaporan SPT Tahunan melalui E-
FILING belum maksimal karena masih
terdapat  beberapa  kelemahan  dari
penerapan E-FILING vyang menjadi
kendala bagi Wajib Pajak. Kendala pada
penerapan aplikasi E-FILING yang dialami
Wajib Pajak di antaranya adalah
kurangnya  pengetahuan  masyarakat
terhadap modernisasi perpajakan
khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui
E-FILING.

SIMPULAN

Berdasarkan  hasil  analisis  dan
pembahasan mengenai faslitas E-SPT dan
E-FILING dalam penyampaian Surat
Pemberitahuan (SPT) terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota
Tasikmalaya, maka peneliti dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut : 1. Wajib
Pajak Badan di KPP Pratama Kota
Tasikmalaya pada umumnya telah
menerapkan fasilitas E-SPT, E-FILING
dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan
sangat baik. Hal ini terlihat dari
interprestasi nilai total jawaban responden
mengenai  E-SPT, E-FILING, dan
Kepatuhan Wajib Pajak Badan
menunjukan kategori sangat baik. 2.
Fasilitas E-SPT secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
badan. Namun berbeda dengan fasilitas E-
FILING secara parsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
badan. Hal ini disebabkan Pelaporan SPT
Tahunan  melalui  E-FILING  belum
maksimal karena masih terdapat beberapa
kelemahan dari penerapan EFILING yang
menjadi  kendala bagi Wajib Pajak.
Sedangkan pengujian secara simultan
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menunjukan bahwa fasilitas E-SPT dan E-
FILING secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
badan. Artinya apabila fasilitas E-SPT dan
E-FILING dilaksanakan secara bersamaan
dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak
badan pada wajib pajak badan yang
terdaftar di KPP Pratama Kota
Tasikmalaya akan lebih baik. Saran
Berdasarkan simpulan yang peneliti tulis
diatas, maka dapat diberikan beberapa
saran sebagai berikut : 1. Bagi KPP
Pratama Kota Tasikmalaya yang telah
menjalankan fasilitas E-SPT dan E-
FILING dengan baik sehingga kepatuhan
wajib pajak badan yang terdaftar di KPP
Pratama Kota Tasikmalaya dikatakan
sangat baik. Hal ini terlihat pada jawaban
responden dalam kuesioner yang disebar
hamper semua dikategorikan sangat baik.
Namun, ada pernyataan yang memili skor
paling kecil dari semua pernyataan dalam
kuesioner untuk variabel X? mengenai
“Persyaratan teknis (spesifikasi peralatan
teknis) skala pembandingan  dalam
menggunakan layanan E-FILING mudah
untuk dimengerti”. Hal ini mungkin
disebabkan sebagian wajib pajak badan
kurang memahami persyaratan teknis
dalam menggunakan E-FILING, untuk itu
alangkah baiknya KPP Pratama Kota
Tasikmalaya agar lebih meningkatkan
pemahaman mengenai fasilitas E-FILING
kepada wajib pajak badan. 2. Bagi
penelitian selanjutnya diharapkan mampu
memperluas wilayah penelitian selain di
KPP Pratama Kota Tasikmalaya dan dapat
mengembangkan vriabel bebas selain
fasilitas E-SPT dan E-FILING.
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